| SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN
Nomor: 001/TM/ADM.PL/IBWSL.PROV/13.00/V1/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa,

mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang

disampaikan oleh:

Nama Januar Solehuddin

Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 7 Januari 1981
Kewarganegaraan ¢ Indonesia

Pekeraan :  Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

arma G

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENEMU.

Dengan Temuan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2023 ke Bawaslu Provinsi
Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan Temuan dugaan pelangagaran
administratif pemilu tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register: 001/ TM/ADM.
PL/BWSL PROV/13.00/M1/2023, e

Melaporkan,

Agus Baroya, S.P., MM, Ade Wahyu A, S H., Syam Zamiat Nursyamsi, S Pd | , dan
lsun Ahmad Sukmantara, S.T., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang beralamat di JI. Sindang Wargi.
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.-
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Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor,
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan

Memenksa dan mempelajan dengan seksama segala bukti-bukh yang diajukan

Fenemu dan Terapor -

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memenksa Temuan dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1.

URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa berdasarkan PKPLU Nomor 10 Tahun 2023 yang termaktub pada lampiran
| menyatakan dimana pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dijadwalkan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023,
yang dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB kecuali pada hari
terakhir pada tanggal 14 Mei 2023 dar pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59
WIB. ——-=mme=meememseesmmmsan i mnmme s me e s e se s e e e s -
Bahwa adapun ketentuan terkait pengajuan kembali bakal calon yang
diakibatkan adanya kendala pada aplikasi SILON, KPU Kabupaten Bandung
dapat menenma pengajuan tersebut dalam hal dokumen yang disampaikan
belum lengkap sepanjang partai politik yang bersangkutan telah mengajukan
bakal calon pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023

Namun setelah dilakukan pengawasan terhadap Akun SILON pada tanggal 22
Mel 2023 terdapat perbedaan jumlah pendaftar dari Partai Garuda Kabupaten
Bandung yang semula diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tanggal
15 Mei 2023 sebanyak 33 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung menjadi 46 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
Jumlah penambahan 13 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
dari Partai Garuda tersebut diduga diajukan diluar jadwal tahapan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum

Tahun 2024, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomar 10 Tahun
2023 dilaksanakan pada 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, dimulai pada pukul 08.00
sampai dengan pukul 18,00 wakiu setempat setiap harinya, kecuali hari terakhir
masa pengajuan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.58 waktu

setempat - s =
Sebelumnya melalui Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-
01/05/2023 tentang saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tertanggal 25 Mei 2023 yang pada
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pokoknya menyatakan bahwa penerimaan bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Bandung tidak dapat dilakukan diluar rentang wakiu tanggal 1 Mei s.d
14 Mei 2024. Namun sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 saran perbaikan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut tidak difindaklanjuti
oleh KPU Kabupaten Bandung.

Bahwa Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal

8 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai benkut -———-—
1. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.15 WAB, Tim Fasilitasi
Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk Pemilu
Tahun 2024 atas nama Januar Solehuddin, Fajrin, Fuj dan Wiji melakukan
pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten Bandung, hal tersebut
dilakukan karena akun SILON baru dapat diakses oleh Bawaslu Kabupaten
Bandung;

2. Bahwa Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Bawaslu
Kabupaten Bandung melakukan percermatan terhadap akun SILON KPU
Kabupaten Bandung dengan cara melakukan rekapitulasi terhadap nama-
nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan jumlah bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai Politik
Pesearta Pemilu Tingkat Kabupaten, —- e e

3. Bahwa proses rekapitulasi tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama

3 (tiga) jam dan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB,—-
4. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran staf sekretanat atas
nama Fajrin, disampaikan kepada Fuji dan Wiji untuk dilakukan pemeriksaan

dan sinkronisasi data jumlah bakal calon yang didaftarkan oleh masing-
masing partai politik peserta pemilu;----
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap
rekapitulasi jumiah pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Bandung, tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan

perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dani Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang mana
berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung
melalui laman Instagram pada tanggal 15 Mei 2023 sejumlah 33 (tiga puluh
tiga) orang sedangkan pada Akun SILON yang diskses oleh Bawaslu
Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapal 46 (empat puluh

enam) orang bakal calon yang terdaftar; --------essssemamaeems
6. Bahwa pada masa pengajuan Bakal Calen Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, Penemu belum bisa melihat data
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pengajuan bakal Calon dalam Akun SILON untuk Bawaslu Kabupaten
Bandung serta Penemu tidak diberikan Berita Acara Penerimaan Berkas
Pengajuan Bakal Calon cleh Terdapor. Penamu dapat mendokumentasikan
Berita Acara Penarimaan Berkas Pengajuan Bakal Calon melalui berkas yang
diserahkan kepada Petugas Penghubung (Liaison OfficerdLD) dan Partai
L ———————————
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, Penemu menanyakan kepada Petugas
Penghubung (Liaison OfficerdLO) dan Partai Garuda terkait dengan berapa
jumlah bakal calon yang akan diajukan. Petugas Penghubung tersebut

menjawab bahwa Partai Garuda akan mencalonkan sejumiah 33 (tiga puluh
tiga) orang dari jumiah kursi maksimal yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima})
kursi. Penemu mendengar kebterangan tersebut dar Ketua DPC Partai
Garuda Kabupaten Bandung dan dokumen yang diantar pun benumlah 33
(tga puluh tga) berkas yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan (Dapil)
diantaranya Dapil Bandung 1, Dapil Bandung 3, Dapil Bandung 4, Dapil
Bandung 6, dan Dapil Bandung 7;-—-====ssssuss= e

8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor memberikan informasi kepada
Penemu tentang Penambahan Bakal Calon dan Partai Garuda dan Penemu
hadir pada penyerahan kembali bakal calon pada sekira pukul 22.15 WIB,-—

9. Bahwa pada tanggal 30 April 2023, Penemu menyampaikan Surat Bawaslu
Kabupaten Bandung Nomor: 125/PM.00.02/K.JB/04/2023 tertanggal 30 April
2023 perihal Himbauan Tahapan Pencalonan Anggota DFR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 kepada Terlapor dalam
hal himbauan pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten Kota pada Pemilu Tahun 2024, salah satunya berkaitan
dengan akses SILON,;

10. Bahwa Penemu menyampaikan Surat Bawasiu Kabupaten Bandung Nomor:
154/PMW/IK.JB-01/05/2023 tentang Saran Perbaikan dan Himbauan
Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
tanggal 25 Mei 2023 (Vide Bukti P-9) kepada Terlapor dan Terlapor
menjawab surat saran perbaikan tersebut dengan Surat Jawaban KPU
Kabupaten Bandung Momor; 389/PL.01 4-5D/3204/2023 tentang Jawaban
Atas Rekomendasi saran Perbaikan tanggal 29 Mei 2023 (Vide bukti P-10)
yang pada pokoknya akan menindaklanjuti sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;,
11.Bahwa pemahaman Penemu terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SDi05/2023 tentang Fengajuan
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Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
akibat Kendala SILON tanggal 17 Mei 2023 dipahami bahwa pada tanggal 1
s.d. 14 Mei 2023 adalah jumlah yang dicalonkan dalam masa pengajuan
bakal calon. Adapun mengenai perbaikan dengan rentang waktu 5 x 24 jam
hanya perbaikan terhadap dokumen dalam SILON bukan diartikan sebagai
menambah jumlah bakal calon. Sehingga, Terdapor telah menenma Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan Partai Garuda di luar dan
tanggal 1 5.d. 14 Mei 2023 sejumlah 13 (tiga beias) orang yang tersebar di 2
Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bandung diantaranya Dapil Bandung
2 dan Dapil Bandung &;

2. BUKTI-BUKTI PENEMU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukhi
surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-16 sebagai benkut; -——

NAMA BUKTI

P-1 | Tangkapan Layar/Screenshoot Akun Silon
| Tangkapan Layar/Screenshoot Akun Instagram KPU Kabupaten

P-2
Bandung

= | Tanda Terima Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung

pid Ftehapifﬁlﬁs_i_ﬁa_ﬂér_ﬁama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Bandung dan Partai Garuda

Surat Keputusan KPU RI Nomor 485/PL.01.4-SD/05/2022 tentang |
P-5 | Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023
‘Surat Keputusan KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang
Pengajuan Kembali bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon Atau Lainya dari Partai Felora |
dan Partai PPP tertanggal 17 Mei 2023 :
Surat Keputusan KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tentang |
_ Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD |
| Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari
P-T | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Parai Hati Nurani Rakyat

(Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

‘ tertanggal 20 Mei 2023 |
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Surat Tugas Kepala Sekretariat dan Ketua Bawaslu Kabupaten
Bandung tentang Pengawasan Pengawasan Sistem Informasi
P-8 Pencalonan Pada Tahap Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon
| Anggota DPRD Kabupaten Bandung Momor 148.a/PM/K JB-
01/5/2023 Nomor: 150.a/PM/JB-01/5/2023 tertanggal 21 Mei 2023
Surat Bawaslu Kabupaten Bandung MNomor 154/PM/K.JB-
01/05/2023 tentang Saran Perbailkan dan Himbauan Pengajuan
Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Eandung:
tertanggal 25 Mei 2023 '
‘Surat Jawaban KPU Kabupaten Bandung Nomor; 3B/PLOT 4
P-10 | SD/3204/2023 tentang Jawaban Alas Rekomendasi saran Perbaikan
tertanggal 28 Mei 2023

P-11 | LHP Pengawas Pemilu Nomor: 129/LHP/PM.01.00//2023

P-12 | Poto Copy ldentitas Penemu dan Saksi (KTP dan SK)

Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan |
Umum Kabupaten Bandung Nomor03/KP.04.00/JB-01/01/2023
tentang Pengangkatan Pegawai Pemernntah Non Pegawai Negen
Sipil Pelaksanan Teknis, Satuan Pengamanan dan Pramubakti Pada |
Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Tahapan |
Anggaran 2023

P-g

P-13

Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
_— 0632/K Bawaslu/HK.01.01MII/2018  tentang  Penangankatan I
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- |
Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 |
Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: |
| - 125/PM.00.02/K JB/04/2023 tertanggal 30 Aprii 2023 perihal |
Himbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan |

DPRD Kabupaten/Kota Paa Pemilu Tahun 2024
"Surat Bawasiu Kabupaten Bandung Nomor. 148/PM/K.JB- |
P-168 | 01/05/2023 tertanggal 14 Mei 2023 tentang Saran Perbaikan Akses '

Silon DPRD Kabupaten Bandung |

3. KETERANGAN SAKSI| PENEMU
Bahwa Penemu dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu a
quo menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagal benkut -———--eeeemammmems --
3.1.Fajrin Sidek, memberkan keterangan sebagai berikut:
1) Bahwa saksi merupakan Staf Sekretariat Bawasiu Kabupaten Bandung

e e
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<)

3)

4)

pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan telah bekerja segjak
Tahun 2019, dan saksi bertugas untuk memberikan dukungan
administrasi berkenaan dengan dokumen penunjang Pengawasan pada
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dikarenakan pada tahapan
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/®ota, Divisi Hukum dan
Penyelesalan Sengketa menjadi PIC, sehingga saksi membenkan
dukungan dan ikut melakukan pengawasan;

Bahwa pada proses Pencalonan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023,
Terlapor membuka pendaftaran pada tangga! 13 Mei 2023 dari mulai
pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB dan pada tanggal 14 Mei 2023 dan mulai
pukul 08.00 WIB dari mulai pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Pada kedua
tanggal tersebut terdapatl Partai Politik yang mengajukan pendaftaran
Pencalonan kepada Terlapor;
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, 5 (lima) orang Komisioner Bawasiu
Kabupaten Bandung beserta 6 (enam) orang Staf hadir melakukan
pengawasan. Dalam pengawasan tersebut ada yang mengawasi di luar

ruangan dalam proses penenmaan dan ada yang mengawasi di dalam
ruangan yaitu mengawasi proses pemerksaan dokumen pengajuan
bakal calon;
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, saksi mengetahui
bahwa Partai Garuda mengajukan mengajukan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bandung dan Pengurus Partai Garuda hadir, akan
tetapi saks: tidak mengetahui nama dari Pengurus DPC Partai Garuda

dan saksi tidak mengetahui jumlah bakal calon yang diajukan cleh Partai
Garuda; v o

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh
Penemu untuk melakukan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten

Bandung dan diinformasikan bahwa Partai Garuda melakukan perbaikan
sesuai dengan SE KPU RI. Oleh karena itu, Saksi dari Kantor Bawaslu
Kabupaten Bandung langsung bergegas menuju kantor KPU Kabupaten
Bandung;

Bahwa pada saat perbaikan dari Partai Garuda, saksi melakukan
pengawasan dan mengecek proses perbaikan dari Partai Garuda. Saksi
hadir di ruang operator tempat perbaikan pengajuan pendaftaran, di sana
terdapat salah satu dan Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO) Partai
Garuda dan Pak Tomi. Akan tetapi pada saat saksi hadir, proses
perbaikan sudah hampir selesal dan sedang membuat tanda terima;—
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7) Bahwa setelah selesai pengajuan perbaikan, saksi tidak mengetahui dan
fidak mendapat dokumen mengenai penambahan jumlah, akan tetapi
saksi mengatahui bahwa terdapat tanda terima dan dalam tanda terima

| tersebut tidak ada rincian nama bakal calon, hanya jenis berkas yang

8) Bahwa saksi hanya mengetahui informasi bahwa adanya perbaikan
untuk Dapil 2 dan Dapil 5, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dokumen
yang diperbaiki karena saksi tidak menerima dokumen,

9) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, saksi diberikan ftugas untuk
mengawasi SILON KPU dikarenakan saksi diinfokan oleh rekan saksi
a.n. Sdri. Fuji bahwa akses SILON sudah diberikan salah satunya adalah
data daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung,--—----—--—--—----

10) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, saksi melakukan
rekapitulasi seluruh bakal calon dar tiap-tiap partai politik untuk
melakukan pencermatan terhadap apakah jumiah bakal calon Anggofa
OPRD Kabupaten Bandung yang terdapat dalam SILON telah sesuai
dengan yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Setetah
dikalkulasi oleh saksi, terdapat perbedaan angka. Jumlah bakal calon

dan Partai Garuda dalam SILON sejumiah 48 (empat puluh enam) bakal
calon yang awalnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon sesuai
dengan pengumuman di Akun Instagram KPU Kabupaten Bandung
Kemudian saksi memberikan hasil rekap tersebul kepada rekan saksi
an Sdri. Fuji dan Sdr. Wiji untuk memastikan kembali dan
menyandingkan hasil rekap dengan hasil pengumuman dari KPU
Kabupaten Bandung dan hasilnya berbeda. Kemudian satelah itu, saksi
menyusun laporan hasil pengawasan,
11) Bahwa sebelum tanggal 22 Mei 2023, saksi selalu membuka dan
mengecek SILON, akan tetapi tidak ada data apapun dalam laman
SILON, yang ada hanya ada informasi beranda SILON;—------—--meeceeeeen

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR
Bahwa terhadap pokok Temuan Penemu, Terapor menyampaikan jawaban yang
disampaikan secara terfulis yang pada pokoknya sebagai berkut;--e--esememmemmee- -

41 DALAM EKSEPSI
4.2.1. Laporan Pelapor Prematur {Exceptio Dilatoria)-——--—--——-—rseeems -
a. Bahwa berdasarkan surat dari KPU Nomor 495/PL.01.4-
SDI05/2023 tanggal 17 Mer 2023 perihal Pengajuan Kembali
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Bakal Calon Anggota DOPRD Prowinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota akibal kendala Silon, maka Para Terlapor
membuka Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;
b. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 485/PL.01.4-5D/05/2023
tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat
kendala Silon, maka pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Garuda
terjadi penambahan Pengajuan Bakal Calon sejumlah 13 Bakal

Calon yang semula 33 Bakal Calon, sehingga total menjadi 46
Bakal Calon; -=sssssmsesesmesms e s e e e e
c. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 485/PL.01.4-SD/05/2023
tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat
kendala Silon, Pelapor menyampaikan saran Perbaikan dan
Himbauan melalui Surat Nomor 154/PM/K_JB-01/05/2023;
d. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 485/PL.01.4-3D/05/2023
tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibal
kendala Silon, Pelapor merekomendasikan adanya Dugaan

Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Para Terlapor
yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat,—-—----

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum, Bagian Keempat Temuan dan Laporan Pasal 9 ayat (1)

dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

1) Pslanggaran Adminisiralif Pemilu berasal dan:

a. Temuan; atau
b. Laporan yang lelah dilakukan kajian awal dan merupakan

dugaan Pelanggaran Administratif Permilu.

2) Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan
sesual dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenal
penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu —

f Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor ¥ Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Pemilihan Umum Bagian Kedua Kajian Temuan dan Laporan

Paragraf Umum Pasal 27 menyebutkan ---ssssssss===m==mmmmmoomeee
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1} Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bawaslu, Bawasiu
Provinsi, Bawasiy Kabupsaten/Kota, Panwasly Kecamatan,
atau Panwaslu LN melakukan kajian.

2) Dalam meiakukan kajian sebagaimana dimaxsud pada ayat
(1), Bawasfu, Bawaslu Provinsi, Bawasly KabupatenfKola,

Panwasfu Kecamatan, alau Panwasiu LN dapal melakukan
klarifikasi,

g. Bahwa dalam hal pemenuhan yang dinyatakan dalam huruf f,
Pelapor tidak melakukan klarifikasi terhadap Para Terlapor,———

h. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 547/PL.01 4-SD/05/2023
tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan
Kembali Bakal Calon dan Verfikasi Administrasi Bakal Calon
Anggota DPRD Provins! dan DPRD Kabupaten/ Kota, angka 1
dan angka 2 yang menjelaskan bahwa

1) Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-5D/05/2023, 496/PL.01.4-
SD/05/2023 dan 505/PL.01.4- SD/05/2023 diterbitkan dalam
rangka memberikan kesempalan kepada Partai Politik

Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali
karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala
Silon danfatau kendala lainnya sepanjang Partai Politik
Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang
wakiu 1 - 14 Mei 2023;-
2} Berkenaan dengan pengajuan kemball sebagaimana

dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal
calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal
calon anggota DPRD Proving dan DPRD Kabupaten/Kola. —

422 \Laporan Pelapor Obscuur Libel

a. Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K. JB-
01/05/2023 menyampaikan saran Perbaikan dan Himbauan pada
saat terjadi penambahan jumiah bakal calon di Partai Garuda,
nyata-nyata tidak dituliskan rekomendasi/saran perbaikan dari
Pelapor untuk mencoret atau membatalkan penambahan
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung car
Partai Garuda sejumliah 13 Bakal Calon, yang semula 33 Bakal
Calon menjadi 46 Bakal Calon tersebut, -
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b. Bahwa Para Terlapor telah menyampaikan surat jawaban kepada
Pelapor melalui Surat Nomor: 389/PL.01.4-5D/3204/2023 ——
¢ Bahwa Para Terlapor melakukan hal selanjutnya adalah
koordinasi dan kemunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat,—
d. Bahwa berdasar Surat Nomor 154/PM/K.JB- 01/05/2023 dari
Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana tersebut dalam
angka 2 huruf a, maka Para Terlapor tidak melakukan tindakan
apapun termasuk melakukan pencoretan atau pembatalan
terhadap penambahan jumlah Bakal Calon akibat pengajuan
kembali Bakal Calon DPRD Kabupaten Bandung oleh Partai
Garuda tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas pada angka
1 huruf & dan g dan fakta sebagamana dimaksud pada huruf f, serta pada
angka 2 huruf a maka cukup patut dan beralasan hukum bag Majelis
Pameriksa untuk menolak Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat ditenma/NO (Niet Onvankelik Verkiaard),

4.2 DALAM POKOK LAPORAN
4.21. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam

eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian

tidak terpisahkan dalam [awaban Para Terlapor,
4.22 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor,
Para Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya
dengan berpedoman pada asas mandir, jujur, adil, berkepastian
hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efekiif,
efisien sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum:

4.2.3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok
Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor
dalam Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan
penambahan jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai Garuda, yang semula
berjumlah 33 (tiga puluh tiga} Bakal Calon bertambah sebanyak 13
(tga belas) Bakal Calon, sehingga keseluruhan menjadi 46 (empat
puluh enam) Bakal Calon, dan dilakukan di luar jadwal yang
ditetapkan yaitu setelah tanggal 1 Me: 2023 sampai dengan 14 Mei
2023. —
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424 Bahwa pada saal tahapan pengajuan bakal calon tanggal 1 Mei 2023
- 14 Mei 2023 (pada tanggal 1 Mei 2023 - 13 Mei 2023 pukul 08.00
— 16.00 WIB dan tanggal 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 - 23 55
WIB), Para Terlapor telah menerima pengajuan bakal calon dan 18
{delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak
939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) bakal calon (termasuk
Partai Garuda sebanyak 33 bakal calon), serta telah diberikan Berita
Acara, Tanda Terima dan daftar hadir (Bukti T-01). Sehingga Para
Terlapor mengumumkan hasil rekapitulasi penerimaan pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 16
Mei 2023 sejumiah 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) bakal
calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik melalui laman dan media
sosial (Bukti T-02);

4.25 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.458 WIB, Para Terlapor
menerma Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SDI05/2023 penhal
Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota akibat kendala Silon (Bukti T-03). Sehingga pada
tanggal 18 Mei 2023 Para Terlapor melakukan koordinasi dengan
mengundang 5 (lima) Partai Politikk vaitu Partai Buruh, Partai
Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Penndo, dan Partal
Ummat dengan melalui Surat Nomor 375/PL.01.4-Undf3204/2023
tanggal 17 Mei 2023 penhal Undangan (Bukti T-04) dan Pelapor
melalui Surat Nomor 376/PL 01 4-Und/3204/2023 tanggal 17 Maei
2023 perihal Undangan (Bukti T-058). Hasil koordinasi bersama 5
(lima) partai politik, hanya Partai Garuda yang akan melakukan

pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung
yang disampaikan cleh DPP Partai Garuda melalul surat kepada
KPU Rl Nomor: 501/SP/DPPN/2023 tanggal 15 Mei 2023 perhal
Surat Permohonan (Bukti T-08). Untuk itu, Para Terlapor dengan
sepengetahuan Pelapor, melakukan hal sebagai benkut:

1) Membuka akses Silon untuk Partai Garuda paling lama 5 x 24

jam, - e

2) Menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi
wakiu 5 x 24 jam dan memproses pengajuan bakal calon dar
Partai Garuda tersebut dengan cara menginput kembali ke
dalam Silon yang dilakukan oleh Petugas Penghubung (Liaison
Officer/L0) Partai Garuda melalui akun dan password Farial
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4.2.7.

428,

[T s |- — L

Bahwa dalam pengajuan kembali bakal calon yang dilaksanakan
pada tanggal 19 Mei 2023, Partai Garuda melakukan penambahan
sejumiah 13 (tiga belas) orang bakal calon, sehingga jumlah bakal
calon dari Partai Garuda yang sebelumnya berjumlah 33 (tiga puluh
tiga) orang menjadi 46 (empat puluh enam) orang bakal calon. Dalam
proses pengajuan kembali bakal calon, Para Terdapor telah
mengkonfirmasi terkait penambahan bakal calon tersebut kepada LO
Partai Garuda dan LO Partai Garuda menjawab bahwa sebetulnya
sejak awal Partar Garuda akan mengajukan bakal calon sebanyak
46 (empat puluh enam) orang, namun dikarenakan adanya
gangguan Silon pada tanggal 14 Mei 2023 dan waktu penginputan
data hampir habis, Partai Garuda hanya mampu mengajukan
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) crang bakal calon sebagaimana dalam
surat DPP Partai Garuda ke KPU Rl Nomar 501/SP/DPP/VI2023
tanggal 15 Mei 2023 (Bukti T-08). Untuk itu pada tanggal 19 Mei
2023, Partal Garuda mengajukan kembali bakal calon sebanyak 13
(tiga belas) orang bakal calon yang pada tanggal 14 Mei 2023 belum
sempat diajukan sesuai dengan surat KPU RI Nomor: 495/PL.01.4-
S0/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal
Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat
kendala Silon. Hal tersebut sudah disampaikan LO Partai Garuda di
hadapan Pelapor pada tanggal 30 Mei 2023,
Bahwa terkait kejadian ch atas, Para Terlapor berkonsultasi kepada

KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Jawa Barat
memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada
saat pengajuan kembali bakal calon (Bukti T-07) dan Para Terlapor
memperbolehkan LO Pariai Garuda untuk melakukan pengajuan
kembali bakal calon. Selanjutnya Para Terlapor memberikan Berita
Acara dan Tanda Tenma (Bukti T-08) disaksikan oleh Pelapor,
(Bukti T-09) e
Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Para Terlapor menenma surat darn
Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023
penhal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Bandung. Yang point pentingnya
terdapat pada alinea ke -2 point 3 dan 4 sebagai benkut:

3) Behwa berdasarkan ketentuan fersebut di afas, sangat tidak
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dibenarkan apabila KPU Kabupalen Bandung menetima berkas
pendaftaran pengajuan bakal calon fambahan dan/atav bakal
calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu diluar
tanggal 1 Mei 2023 5.d. 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Bandung
hanya menenma berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang

belum lengkap.

4) Bahwa sebagal upaya pencegahan Bawaslu Kabupalen
Bandung menghimbau untuk melaksanakan lahapan pengajuan
bakal calon Anggota Legislatif harus sesuai dengan Peraturan
KPU Nemor 10 Tahun 2023, segala tindakan apapun yang
difakukan diluar kefentuan lersebut dapal diduga/berpolensi
pada pelanggaran administratif Pemilu, sehingga Bawasiu
Kabupaten Bandung akan memproses hal lersebut sesusi
dengan Peraluran perundang-undangan yang berlaki.

Adapun surat saran perbaikan dan himbauan dari Bawaslu
Kabupaten Bandung tersebut telah kami jawab melalui Surat
Nomor 388/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal
Jawaban Alas Rekomendasi Saran Perbaikan (Bukti T-10).
Selanjutnya Para Terapor berkoordinasi dan berkonsultasi

kepada pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat Sambil menunggu

arahan dan pimpinan KPU RI.

429 Pada tanggal 1 Juni 2023 Para Terlapor menerima surat KPU R|
Nomor 547/PL 01.4-5Df05/2023 perihal Penjelasan Penerimaan
Pengajuan Kembali Bakal calon dan verifikasi administrasi bakal

calen anggota DPRD Provins: dan DPRD Kabupaten/Kota yang peint
pentingnya berkenaan dengan penambahan bakal calon terdapat

pada point 2; (Bukti T-11) yang berbunyi:

‘berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud
angka 1, berpotens: lerhadap penambahan bakal calon,
pengurangan bakal calon, dan/atau penggantian bakal calon

4210 Sampal pada akhimya Para Terlapor menerima Surat 380
/PP 00.01/K JB/06/2023 perihal Pemberitahuan dan Panggilan
Sidang Pemenksaan. Dan pada sl surat tersebul pada uraian
kejadian di alinea terakhir disebutkan Bahwa "KPU Kabupaten
Bandung sampai dengan tanggal 30 Me: 2023 saran perbaikan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut fidak
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ditindaklanjuti cleh KPU Kabupaten Bandung®. Dalam hal ini KPU
Kabupaten Bandung tidak mengerti apa yang dimaksud dengan
frase tidak “ditindaklanjuti® saran perbaikan yang disampaikan oleh

Pelapor Karena ——=--seeeesemsemcecmseeee e e

a. Para Terlapor sudah menjawab surat saran dan perbaikan
tersebut dan ditindaklanjuli dengan konsultasi ke pimpinan KPU

Hrovinsi Jawa Barat, -  RGRTat RS

b. Surat Bawaslu Kabupaten Bandung yang disampaikan ke KPU

Kabupaten Bandung Perihal saran dan perbaikan tersebut

diterima oleh Para Terdapor pada tanggal 25 Mei 2023

sementara pada tanggal 19 Mei 2023 Para Terlapor telah

menenma pengajuan kembali bakal calon dari partai Garuda;—

c. Pelapor tidak SEeCara aksplisit
mengintruksikan/merekomendasikan  Para Tedapor  untuk

menindakianjull terhadap penambahan yang terjadi pada partal

Garuda tersebut atau dalam kata lain tidak merekomendasikan

r i3 untuk mencoret 13 Bakal Calon dari partai Garuda tersebut
| : LT g | O e AR L Ao R

AL/ a3 PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di

atas, lerbukti bahwa Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan
penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan cleh Pelapor
dalam Laporannya. - e
Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Para Tedapor mohon kepada Yang
Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk
menjatuhkan Putusan Sebagai Berkul c—-ceccsmcmmmmmi e
A. DALAM EKSEPSI

1. Menenma Eksepsi Para Terlapor untuk seluruhnya -

2. Menolak Temuan/Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat ditenmal/NO (Niet Onvankelijk Verklaard) ————————-

B. DALAM POKOK LAPORAN
1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima

eksaepsi Para Tenapor —————eecmmmeeme oo oo
2. Menyatakan benar dan sah demi hukum terhadap penambahan

sejumiah 13 Bakal Calon pada saat pengajuan kembali Bakal Calon
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dari yang semula 33 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bandung dan Partai Garuda pada tanggal 19 Mel

2023 danssssisanmmmsana iz
3. Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan

kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman
pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. --=-r-e-meeeee-

e ————— Atau

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat ¢.q Majelis Pemeniksa Bawaslu
Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex & que &f bonog).—

4.4 Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemernksaan

. tanggal 16 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai
ST berikut—

e

L 1. Bahwa inti dari Surat KPU Rl Nomor 495/PL.01.4-5D/05/2023 perihal
T e Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DFRD
Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Terdapor menafsirkan

diperbolehkan untuk penambahan bagi Partai Politik dengan syarat

Partai Politik tersebut sudah melakukan pengajuan bakal calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan

terdapat kendala SILON;

2. Bahwa terhadap frasa "Pengajuan Kembali" dalam Surat KPU Rl Nomor
495/PL.01.4-5D/05/2023 penhal Pengajuan Kembali Bakal Calon

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala

Silon, Tertapor memandang bahwa frasa "Pengajuan Kembali® tersebut

ternadap data dan dokumen bakal calon;

3. Bahwa Terlapor menindaklanjuti Surat KPU RI 495/PL.01 4-50/05/2023

perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provins| dan

DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, dengan cara mengundang

3 (ima) Partai Politik di ingkat Kabupaten Bandung, diantaranya Partai

Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partal Garuda, Partal Perindo,

dan Partal Ummat. Terlapor mempersilakan kepada Partal Folitik

tersebut untuk mengajukan kembali terhadap data dan dokumen
Terlapor mengetahui hanya Partal Garuda yang mengajukan pengajuan

Kambal; =

4. Bahwa Partai Garuda pada saat proses pengajuan kembali bakal calon
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Anggota DPRD Kabupaten Bandung mengajukan sejumiah 13 (tiga

belas) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung,-—---—---—
Bahwa Terlapor sudah mengkonfirmasi kepada Partai Garuda dari awal
Partai Garuda akan mengajukan 46 (empat puluh enam) bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Bandung, akan tetapi pada tanggal 14 Mel
2023 Partal Garuda hanya bisa mengajukan 33 (tiga puluh tiga)
dikarenakan waktu sudah hampir habis dan kendala SILON; ——————
Bahwa bDerdasarkan Surat KPU Rl 495/PL.01.4-5D/05/2023 perihal
Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
rabupaten/Kota akibat kendala Silon terdapal persyaratan yang bisa
melakukan pengajuan kembali terhadap Partai Politk yang pemah
mengajukan bakal calon Anggota DPRD dari tanggal 1 5.d, 14 Mei 2023,
oleh karena itu Partai Garuda memenuhi syarat berdasarkan surat
tersebut,————————rrr—————
Bahwa terkait dengan pengajuan kembali akibat partai politk yang
terkendala SILON, Terlapor memandang bahwa kendala SILON secara
otomatis berimbas pada jumiah. Kendala SILON tersebut berarti yang
digjukan belum maksimal sejumlah kursi yang ada di Kabupaten
Bandung yaitu sebanyak 7 Daerah Pemilihan. Oleh karena itu, pada saaf
pengajuan kembali, Partai Garuda kurang dari 55 (ma puluh lima) kursi:-
Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 22 00 WIB, Partai Garuda telah
subrmit di SILON KPU dan menyampaikan berkas fisk ke KPU
Kabupaten Bandung, sehingga pengajuan awal dari Pariai Garuda telah
selesai. Terlapor tidak menanyakan mengapa hanya 33 (tiga puluh tiga)
bakal calon saja karena kewenangan tersebut ada di Parlai Garuda
lerapor tidak menanyakan apakah terdapal kendala pada SILON
kepada Partai Garuda karena tidak mempunyai kewenangan atau tidak
gunstruksikan, R
Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dokumen pengajuan bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dinyatakan
ditenma dan lengkap dibuktikan dengan tanda tenma,——————————
Bahwa pada fanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, Partai Garuda baru
menyampaikan pengajuan kemball dan menyampaikan bahwa ada
kendala SILON. Hal tersebut menjadi dasar Partai Garuda
menyampaikan surat ke KPU Rl terkait terkendala SILON. Sehingga
Terlapor baru mengetahul bahwa Partai Garuda Kabupaten Bandung

mengalami kendala SILON; - : e
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11. Bahwa kendala SILON tersebut menjadi perspekiif dan Peserta Pemilu,
sehingga Terlapor tidak mangetahul jenis kendala yang dihadapi dalam
SILON tersebut karena yang mengunggah data bakal calon adalah
Peserta Pemilu di Sekretariat masing-masing. Oleh karena itu, Terlapor
tidak bisa memantau kondisi SILON yang dioperasikan oleh Peserta
Pemilu karena yang akses akun dan password SILON Peserta Pemilu
diberikan oleh KPU RI kepada DPP Partal Paolitik masing-masing; -

12, Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor mengetahui Penemu hadir di
Kantor KPU Kabupaten Bandung pada saat proses pengajuan kembali
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dar Partai Garuda,
Pada saat itu hadir dari unsur komisioner dan sekretariat serta Penemu
tidak menyampaikan keberatan lerkait dengan penambahan bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Bandung dar Partai Garuda;

13. Bahwa dasar hukum terkait dengan pengajuan kembali bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Mei 2023, Terlapor
mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan KPU
tentang Jadwal dan Tahapan, serta Surat KPU RI 495/PL.01.4-
SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Sehingga, jika
tidak ada surat dari KPU RI, tidak dimungkinkan untuk penambahan

bakal calon di luar masa pengajuan bakal calon dan tanggal 1 s.d. 14
Mei 2023,-- s
14, Bahwa Terlapor menerima 2 (dua) jenis surat dan Bawaslu Kabupaten

Bandung. Surat pertama pada intinya Bawaslu Kabupaten Bandung trdak
mempunyai akses SILON dan Terdapor sudah menjawab surat tersebut
Surat kedua pada tanggal 25 Mei 2023, Penemu menyampaikan terkail
dengan penambahan jumlah bakal calon yang diajukan cleh Partai
Garuda yang pada pokoknya apabila teradi penambahan akibat
pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
berpotensi menjadi pelanggaran administratif,—

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR
Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti
yang ditandal dengan Bukti T-1 .d. Bukti T-12 sebagai benkut—
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| Kode .
No. | _ Daftar Bukti Keterangan
| Bukti
= Penerimaan Pengajuan Bakal |
) Calon Anggeta DPRD Kabupaten |
Berila Acara Momor
Bandung Dalam Pemilu Tahun
543/PL.01 4-BA/3204/2023, 2094
1 T-1 | Formulir Model Penarnmaan
_ Tanda Penenmaan Dokumen
Pengajuan Parpol dan Daftar _
Had Pengajuan Bakal Calon Anggota
adir
DPRD Kabupaten Bandung
Dalam Pemilu Tahun 2024
} | Screanshool  infografis  hasil | Hasil rekapitulasi penerimaan
[
2 | T-2 |rekapitulasi dan media sosial @ pengajuan Bakal Calon Anggota
KPU Kabupaten Bandung ' DPRD Kabupaten Bandung
'. | Perihal Pengajuan Kembali Bakal |
| Surat KPU Nomor
Calon Anggota DPRD Provinsi
LT 3. T-3 | 495/PL.01.4-SD/05/2023
> "‘%\“ dan DPRD Kabupaten/Kota
& ) tanggal 17 Mei 2023 _ _
I{EJ }*' akibat kendala Silon
:}h} E_;jf iEurat KPU  Kabupaten | Perihal  Undangan  Rapat
% ra | Bandung Nomor 375/PL.01.4- | Koordinasi Pengajuan Kembsali
Undi3204/2023 tanggal 17 Mei | Bakal Calon Akibat Kendala Silon
2023 kepada Partai Politik
Perihal Undangan Rapat
Surat KPU Kabupaten _
Koordinasi Pengajuan Kembali
Bandung Momor 376/PL.01 4-
] T-5 Bakal Calon Akibat Kendala Silon
Und/3204/2023 tanggal 17 Mei
kepada Bawaslu Kabupatan
2023
Bandung
Surat DPP Partai Garuda | Perihal Surat Permohonan agar
6 T-6 | Nomor: S01/SPIDPPMNVI2023 | akun Silon dapat diakses kembali
| tanggal 15 Mei 2023
o | Arahan KPU Provinsi Jawa Barat
Screenshoot Whatsapp Group _
7. T-7 | terkait Surat KPU Rl Nomor
Teknis Se-Jabar
| 495/PL.01.4-5D/05/2023
I ) Penyampaian Berita dan Tanda
. Terima kepada Partai Garuda
B. | T-8 | Dokumentasi Foto : .
| yang disaksikan Bawaslu
| Kabupaten Bandung

TS
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Baka

Fenerimaan

Pengajuan

Calon Anggota DPRD Kabupaten

Berita Acara Marmor

Bandung Dalam Pemilu Tahun
560/PL.01.4-BAS2204/2023 '

i 2024
9 T-89 | Formulir Model Penerimaan
lfanda Penerimaan Dokumen
Hengajuan Parpol dan Daftar _
Pengajuan Bakal Calon Anggota
' Hadir
DPED Kabupaten Bandung
Dalam Pemilu Tahun 2024
| Sura KPU Kabupaten | Perinal Jawaban Atas
| T-10 Bandung Nomor 389/FPL.01.4- | Rekomendasi Saran Perbaikan
] | =
S0f3204/2023 tanggal 29 Mei
2023
. Perihal Penelasan Penerimaan
Surat KPU Rl Nomor | Pengajuan Kembali Bakal calon
] 1. T-11 | S47/PL.01.4-50405/2023 dan verfikasl administrasi bakal
"] : tanggal 1 Juni 2023 calon anggota DPRD Provins
l-/ dan DPRD Kabupaten/Kota
e Surat Bawaslu Kabupaten | Perihal Saran Perbaikan dan
o Fin Bandung Nomorl | Himbauan Pengajuan Tambahan
| =] L
134/PMMK. JB-01/05/2023 Bakal Calon Anggota DPRD

tanggal 25 Mei 2023 Kabupaten Bandung

6. KETERANGAN SAKS| TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu a

quo menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut

6.1.
1)

irnwan Ramdani, membenkan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris dan Petugas Penghubung
(Liaison Officer/LO) dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung sejak
tanun 2016, yvang bertugas sebagai perantara informasi unfuk beberapa
aturan atau mengenal PKPU, Rapat di KPU untuk dijelaskan kepada
pengurus lain dan menjadi j[embatan kemunikasi antara Partai dan KPU
Kabupaten Bandung,-----—— -
Sahwa pada rentang waktu tanggal 1 s.d. 11 Mel 20Z3, dikarenakan
pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif dan Partar Garuda terpusat
di tingkat DPP, Saksi mengajukan 46 (empat puluh enam) Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke tingkat pusat secara bertanap

Saksi memberikan data tersebut kepada operator DPP Partai Garuda

o0 TAMVADM PLIEWSL PROVAMI3.00VIF2023
halaman 20 dan 47

Fulusan Momor



dalam bentuk softfile yang terdiri dari Foto Diri, Kartu Tanda Penduduk

(KTF), dan ljazah dari bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
melalui aphkasi Whatsapp untuk diunggah ke SILON,——————

o

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, saksi mengecek kembali data
pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tersebut
pelum diunggah ke SILON. Operator SILON DPP Partai Garuda
menginformasikan kepada sakst melalui sambungan telepon
menyampaikan bahwa terdapat kendala SILON yang mana terdapat
beberapa data yang sudah diinput, akan tetapi data tersebut hilang dan
ketika di cek pun hilang. Oleh karena itu, saksi meminta akun SILON
kepada DPP Paral Garuda. DPP Partai Garuda memerintahkan
kepada DPU yang belum masuk ke SILON untuk mengunggah ke
SILON secara manual oleh DPC masing-masing; ——--—-eceeeeee
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, saksi diberikan
akses SILON oleh DPP Partal Garuda. Kemudian pada pukul 10.00
Wi, saksi mulai mengunggah data bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung di Sekretariat DPC Partai Garuda Kabupaten
Bandung. Sampal dengan pukul 20.00 WIB, saksi telah mengunggah
data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Parta
(Garuda pada SILON sejumiah 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon;---
Bahwa Saksi menyatakan hal tersebut dikarenakan terkendala waktu,
sehingga apabila saksi memaksakan mengunggah seluruhnya akan
tetapl waktu habis dan 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon Anggota
DPRD Kabupaten Bandung yang telah diajukan menjadi korban, maka
saksl mengajukan hanya 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon Anggota
OFRED Kabupaten Bandung dari Partai Garuda;

Bahwa saksi juga beralasan tidak memaksimalkan untuk mengunggah
seluruhnya sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan
kondisi kesehatan dan saksi yang sedang kurang sehat, sehingga saksi
hanya sanggup mengungaah sejumiah 33 (tiga puluh tiga) orang
Setelah itu, saks: berangkat ke kantor KPU Kabupaten Bandung untuk
melakukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung B A L GO UL D bl P L P P e S
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi tiba d
kantor KPU Kabupaten Bandung dan bertemu dengan Ketua DPC
Partai Garuda untuk mengajukan bakal calon anggota DOFRD

Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 33 (tiga puluh tiga)
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bakal calon yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya
Dapil Bandung 1, Bandung 3, Bandung 4, Bandung &, dan Bandung 7,
serta terdapat 2 Daerah Pemilihan yang tidak tensi, diantaranya Dapil

Bandung 2 dan Bandung 5;---

8) Bahwa Saksi diterima oleh operator KPU Kabupaten Bandung, akan

tetapi karena saksi hanya membawa Formulir Model B.Pengajuan

Baka! Calon, Daftar Nama Bakal Calon, dan SK DPP terkait persetujuan

Bakal Calon dalam bentuk soffcopy, sehingga saksi meminta untuk ikut

mencetak dokumen tersebut di kantor KPU Kabupaten Bandung

Setelah selesal melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD

Kabupaten Bandung. saksi pulang dari kantor KPU Kabupaten

Bandung pada pukul 23.30 WIB, - e ———

9) Bahwa pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten

Bandung, saksi tidak menyampaikan kepada pihak Terlapor rencana

,r _x“‘ awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan
:;.*}!' )J" Partai Garuda yang sejumiah 46 (empat puluh enam) bakal calon

.-,'_*l}}
L dikarenakan menurut saksi hal tersebul merupakan kekurangan

intemal partai;-=-smsesssememesasmmmesnnnsannnnnans

10) Bahwa pada tanggal 15 Mel 2023, saksi melaporkan hasil pengajuan
bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Bakal Calon
Anggota DPRD dari Partai Garuda dan DPP Partai Garuda;

11) Bahwa atas dikeluarkannya Surat KPU Nomor 495, saksi mendapal
instruksi dan DPP Partai Garuda bahwa bisa melakukan pengajuan
kembali terhadap bakal calon Anggota DPRD yang sebelumnya belum
sempat dimasukan, yaitu sejumlah 13 (tiga belas) bakal calon Anggota
DPRD Kabupaten Bandung, -

12) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, sakst mencoba memasukan kembali
data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dar Partai
Garuda yang belum sempat dimasukan sebelumnya sejumlah 12 (tiga
belas) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas
dasar instruksi dari DPP. Jika tidak ada instruksi dan DPP, maka saksi
tidak akan memasukan data bakal calon Anggota DPRD tersebut;——-

7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR
7.1. Bahwa Penamu telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada
tanggal 12 Juni 2023, sebagai berikut; -—==-————————memmmmree e
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1. Bahwa dalam jawaban Terlapor, terlapor yang melakukan penambahan
atau menerima pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dan Partai Garuda yang mulanya berjumiah 33
orang menjadi 46 orang secara normatif telah melanggar kelentuan
berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 30 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) menyatakan bahwa : '(1) KPU, KPU Provinsi. dan KPU
Kabupaten/Kola membuka masa pengajuan Bakal Calon. (2} Wakiu
pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diaksanakan mulai
pukul 08 .00 sampai dengan pukwl 1600 wakiu setempal, kecuali Hari
terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulal puku! 0800 sampsaf
dengan pukul 23.59 waktu setempat. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/¥Kofa fidak menenma dokumen persyaralan pengajuan
Eakal Calon apabila lelah melewali balas wakiu pengajuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"
Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan berkaitan dengan
pembukaan wakiu pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hingga batas wakiu pengajuan
sekaligus larangan terhadap KPUKPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota untuk menerima dokumen persyaratan pengajuan
Bakal Calon jika melewati batas wakiu pengajuan;
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 27 dan
28 menyatakan bahwa °{27) (1) Parai Folittk Peserla Pemifu
melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan
ke dalarm Silon. (2} Dala dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melipuli data dan dokumen persyaratan: a. pengajuan Bakal
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan b
administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sampai dengan Pasal 23 (3) Selain melakukan penginputan data dan

pengunggahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data: a.
visi, misi, dan program partai politik, b. nwayat hidup Bakal Calon, c.
identitas Pefugas Penghubung dilengkapi dengan sural penunjukan
dan KTP-el. dan d. identitas Admin Silon Parpol dilengkapi dengan
surat penunjukan dan KTP-el. Ayat (28) Penginputan data dan
pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dapat dilakukan hingga akhir masa pengajuan Bakal Calon--
Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam hal penginputan data
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dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon hanya dapat dilaksanakan
pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
3. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-5DN05/2023
tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mej 2023,
surat Nomor 496/PL.01.4-5D/05/2023 tentang Pengajuan Kembali
Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat
Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat

Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 17
Me: 2023 dan 505/PL.01.4-SDI05/2023 Pengajuan Kembali Bakal
Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat
Kendala SILON atau kendala lainnya dan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partal
Solidaritas Indonesia (PS1) tertanggal 20 Mei 2023 dengan substansi
isinya dimana KPLU Provinsi dan KPU Kabupaten/kKota dapat
_{F};ZE-*.--I;-?_ menarima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi
- dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Parai Politik
: P Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota
= DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap
disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan
bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023,---
4, Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
oleh DPC Partal Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Mei
2023 hanya berjumiah 33 Orang. Adapun alasan tidak seluruhnya Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda
terunggah kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah
karena operator yang melakukan input data tersebut sudah bdak
sanggup dan merasa kelelahan sehingga hanya mampu melakukan
input data sejumiah 33 orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung saja. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Surat KPU Nomaor
495/PL.01.4-5D/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon
Anggeota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala
SILON tertanggal 17 Mel 2023. Karena Partai Garuda Kabupaten
Bandung mengajukan tambahan Bakal Calen Anggota DFRD
Kabupaten Bandung tidak berdasar pada kendala error system dalam
SILON;-- i
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5. Bahwa pada dasamya intruksi KPU Rl melalui Surat keputusan
495/PL.01.4-5D/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi dan DPRED Kabupaten/kota akibat Kendala
SILON tertanggal 17 Mei 2023 merupakan Freles Ermessen yang
merupakan kebebasan administrasi negara untuk melakukan suatu
tindakan untuk mencapai tujuan atau manfaal tertentu, namun demikian
kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang melawan
hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah mengaturnya
secara hirarkis. Sehingga intruksi KPU Rl melalui KPU Provinsi Jawa
Barat kepada KPU Kabupaten Bandung sebagal sebuah kebijakan
tidaklah memiliki kepastian hukum yang mengikat meskipun tetap
memiliki konsekuensi UKUM —=—————————— e

6. Bahwa intruksi dari KPU Rl meifalui Surat keputusan 495/PL.01.4-
aDf05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPFRED
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibal Kendala SILON tertanggal

T 17 Mei 2023 harus dipahami secara cermat karena keadaan mendesak

dan mengharuskan KPU Rl segera mengeluarkan sebuah produk
. L/ legislasi. Mengingat semua tindakan KPU Rl harus berdasarkan pada

R asas legalitas, artinya harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan

surat sebagaimana dimaksud tersebut,---—
7. Bahwa KPU secara tidak langsung adalah penyelenggara pemenintah
cleh karenanya KPU dalam melaksanakan segala yang dilakukanya
harus didasarkan pada asas legalitas dan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. Hal tersebul jelas diatur dalam Pasal 5
Undang-undang Momor 30 Tahun 2014 fentang Administrasi
Pemerintahan bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
tentunya harus didasarkan pada asas legalitas sesual dengan
perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak boleh
untuk melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan
perundang-undangan termasuk tidak bertentangan dengan aturan yang
berada di atasnya, ——
8 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memahami bahwa
setiap peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku surut sehingga
apa yang dilakukan itu harus tunduk pada perundangan-undangan
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yang berlaku dan itulah asas legalitas. Demikian juga pada
pelaksanaan PKPU MNomor 10 Tahun 2023 yang tentunya harus
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota
DPRD di Kabupaten Bandung;—————————————eeeremmessnasnsnn s nneaaas -

8. Bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku;

10. Bahwa berdasarakan fakta peristiwa & guo., Bawaslu Kabupaten
Bandung telah melakukan serangkaian upaya pencegahan dan surat
saran perbaikan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
Bandung. Namun demikian sesuai dengan fakta bahwa KPU
Kabupaten Bandung tidak mengindahkan segala bentuk pencegahan
dan saran perbaikan yang telah di sampaikan oleh Bawasiu Kabupaten
Bandung;—————-—— il

11. Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor, keterangan saksi-saksi serta

bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan

j— suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar femuan dugaan
] = pelanggaran administratif pemilu adalah benar suatu pelanggaran
d Adminsitratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung,—

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan
sebagar berikit ———————————eeeeeee o e ————
1} Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Bandung terbukti bersalah melakukan pelanggaran Administrasi pada
Pemilihan Umum Tahun 2024;————————rreemeeeeeeees
2] Membenkan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama AGUS
BAROYA sebagai Ketua KPU Kabupaten Bandung;-
4] Membenkan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama SYAM ZAMIAT
NURSYAMS| sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung,———-— =
4) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama ISUN AHMAD
SUKMANTARA sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung; -
5} Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama ADE WAHYU A
sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung; —
B8) Memernntahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk
mengembalikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
Partai Garuda Kabupaten Bandung sebagaimana yang telah diajukan

sesuai tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 -

Putusan Naomor © 001/ TM/ADM PL/BWSL PROVIM 3.00NVI2023
halaman 26 dan 47

.




7.2,

Apabula majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bona). ik o

Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada
tanggal 19 Juni 2023, sebagai berikut: R

1.

Bahwa Para Terlapor pada pokoknya telap pada jawaban dan
keterangan dalam sidang sebelumnya,-----—------—----

Bahwa Para Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah
seluruh dall Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan
tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan

KESIMPUIEN 7 e s e =
Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam
jawaban dan keterangan Para Terlapor dalam sidang sebelumnya,
dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok
Laporan Pelapor; -

Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari selasa tanggal 6
bulan Juni tahun 2023 dan hari Jum'at tanggal 16 bulan Mei tahun 2023,
terungkap fakia-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-------seeseee-
a. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan Sanggahan atau Bantahan
dan menjelaskan terkait dalil-dali Eksepsi Para Terdapor,
sebagaimana dalam persidangan telah disampaikan pula oleh
Majelis Pemenksa; -

b. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan terkait subtansi Dugaan
Pelanggaran  Administratif Pemilu, walaupun sudah
dipertanyakan dan atau disampalkan cleh Majelis Pemeriksa

¢c. Bahwa Pelapor mengetahui dan tidak menyampaikan secara jelas
pengetahuannya terkat susunan Produk Hukum bentuk Surat
Keputusan KPU RI secara rinci terkait Pengajuan Bakal Calon
sebagaimana disampaikan oleh dan kepada Majelis Pemeriksa,—

d. Bahwa Pelapor hanya mengetahui dan menyampaikan
pengetahuannya terkait selisih jumiah Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dan Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung;-

2. Bahwa setelah memberikan keterangannya melalui jawaban Para
terlapor terhadap Laporan Pelapor, maka untuk memperiahankan
dalil-dalinya, Para Terapor telah menghadirkan 1 (satu) orang

SAKSH, YAIMU wweemmmmmmm e g
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Mama ¢ Irwan Ramdani

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 Mei 1986

Agama - lslam
Pekenaan . Wira Usaha
Alamat . Kp. Cirinu RT 005 RW 007 Desa

Lebakwangi Kecamatan  Arasan
Kabupaten Bandung
Hubungan Peserta Pemilu

f. Bahwa Saksi dan Terlapor dalam Persidangan menyampaikan —--

1) Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Bandung dari Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung yang

disampaikan kepada DPP Partal Garuda adalah berjumiah 46

(empat puluh enam) Bakal Calon yang semua Pengajuannya

akan dilakukan oleh DPP Partai Garuda, akan tetapi sampai

pada tanggal 13 Mei 2023 tidak berhasil dengan alasan

*» terkendala Silon, sehingga selanjutnya DPP Partai Garuda
| memberkan intruksi dan memberikan informasi akun Silon

Partai Garuda kepada yang bersangkutan sebagai Wakil
Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung sebagal
Saksi dari Para Terlapor untuk melakukan Pengajuan Bakal
Calon secara mandiri di DPC Parfai Garuda Kabupaten
Bandung pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 21.00 WIB namun hanya mampu menginput
data/dokumen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Bakal Calon; -

2) Bahwa Saksi dan Para Terlapor menyampaikan Pengajuan
Bakal Calon dilakukan oleh DPP Partal Garuda sampai tanggal
13 Mei 2023 dan Pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh DPC
Partai Garuda yang terkendala Silon, maka pada fanggal 13
Mei 2023 DPF Partai Garuda membuat Surat Permohonan
kepada KPU RI perihal Pembukaan Akun Silon KPU dapat
diakses kembali dengan alasan Pengajuan Kembali Bakal
Calon terkedala Silon, yang pada akhimya terbit Surat
Keputusan KPU RI Nomor 485/PL.01 4- SD/05/2023 tanggal 17
Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kofa skibat kendala
{37 | (NN
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3) Bahwa Saksi dari Para Terlapor menyampaikan berdasarkan
Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei
2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggola DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kola akibat kendala Silon,
maka pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB Partai Garuda
DPC Kabupaten Bandung menambahkan 13 (tiga belas) Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Garuda DPC
Kabupaten Bandung dari 33 (tiga puluh tiga) Bakal Calon
menjadi 46 (empat puluh enam) Bakal Calon lengkap;-~--—- e

g. Bahwa setelah membenkan keterangannya pada sidang
sebelumya, maka untuk mempertahankan dalil-dalinya, Pelapor
telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu dengan keterangan
ientitas sebagai salah seocrang Staff Bawaslu Kabupaten

Bandung (identitas jelas Saksi tidak diserlakan),—

h. Bahwa Saksi dari Pelapor bersama Pelapor dalam Persidangan

menyampaikan: aan i

= .E:-’.‘* 1) Bahwa Saksi dar Pelapor bersama Pelapor nyata-nyata tidak

. 1 NTI mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 1% Mel 2023
*“ w;’; j pukul 22.00 WIB yang mana pada saat tersebut fterjadi

penambahan Bakal Calon dan Partai Garuda dengan jumiah
total awal 13 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon ———————

2) Bahwa Saksi dari Pelapor bersama Pelapor sebagaimana yang
disampaikan kepada Majelis Pemeriksa dan juga disampaikan
pula kepada Para Terlapor untuk tujuan kehadiran pengawasan
pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB bersifat ikut serta
seremonial (dokumentasi folo) saja dalam hal penyerahan
Benta Acara Pengajuan Bakal Calon oleh Para Terlapor
kepada LO (Liasion Officer) DPC Partai Garuda Kabupaten
Bandung, —-

3} Bahwa terhadap Saksi dari Pelapor bersama Pelapor
sebagaimana yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa
pula tidak melakukan pengawasan apapun dengan ftidak
menentukan objek atau fokus pengawasan seria tidak ada
upaya pengawasan dalam bentuk penyampaian himbauan atau
pencegahan apapun pada saat kejadian tanggal 19 Me: 2023

tersebut, ---=-msmemmmmm——— e
5 Bshwa berdasarkan angka 4 huruf b, ¢, d dan h, Pelapor dianggap
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kiranya tidak/kurang memperhatikan Asas Proporsional dan Asas
Profesional dalam hal kepengawasan dan penyusunan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomeor 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Bab Il Asas, Prinsip, dan Tujuan Pasal 2 huruf

] | e
6 Bahwa berdasarkan kelerangan Saksi dari Pelapor dan keterangan
Pelapor dalam persidangan disertai penyampaian Majelis Pemeriksa
dapat disebutkan dalil-dalil Pelapor tidak memuat seluruh ketentuan
peraturan yang beraku, ——rr-e e
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Terlapor dapat disebutkan
salah satu substansi Surat KPU Momor: 485/PL.01.4-SD/05/2023
tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon,
adalah dimaknai dan dipahami sama antara KPU Rl dengan DPP Partai
Garuda, yaitu memperbolenkan dan tidak melarang adanya
penambahan jumiah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota,
termasuk penambahan jumiah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

gy, Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung, sampai dengan
fer .
|'-E| = terbitnya Surat KPU Nomor, 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei
"xt?j_i_.__é’:}' 2023 penhal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon

dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota, -=-=---=ecemmmmmmmmceacccccaea e
8. Bahwa berdasarkan angka 7 di atas, Para Terlapor menganggap benar
dan tepat terhadap langkah-langkah hukum KPU Rl dalam hal
penerapan hukum kepemiluan tanpa melanggar asas-asas kepemiluan
berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Pasal 4 huruf 8 sampai dengan huruf & yang berbunyi;-—————-
Pengaturan Penyslenggaraan pemilu bertujuan unfuk

Memperkual hukum kefatanegaraan yang demokralis,
Mewujudkan pemilu yang adil dan benntegritas,
Menjamin konsistensi pengaturan hukum pemiiu;
Membenkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan pemilu; dan
g Mewujudkan pemilu yang efekiif dan efisien

Qo bm

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terlapor telah pula
melaksanakan tugas dan wewenang secara hierarkis berdasarkan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di KPU, juga
seluruh arahanfintruksi KPU Rl (isan ataupun tulisan).-- -
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Berdasarkan uraian, fakta, bukti, keterangan saksi dan dasar hukum
sebagaimana tersebul di atas, terbukht bahwa Para Terlapor telah
melaksanakan tugas. wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan fidak
terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah
didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya. ----sssss=sssse

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Para Terlapor mohon kepada Yang
Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk
menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut ——-———srermemmmmmemmeee e e s

A. Dalam Eksepsi-——————-eeev
1. Menerma Eksepsi Para Terapor Seluruhnya; - -ss-es-essessecezes .
2. Menolak Temuan/Laporan a quo atau setidak-tidak Tidak Dapat
Diterima/NO {Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. Dalam Pokok Laporan

1. Menolak dalil-dalil dalam laporan Pelapor untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum penambahan sejumlah 13 (tiga belas)
Bakal Calon Anggota DFRD Kabupaten Bandung dan Partai

v TR Garuda pada saat pengajuan kembali dari yang semula 33 (tiga
J puluh tiga) menjadi 46 (empat puluh enam) bakal calon yang
i dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023, =
3. Menyalakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan

,.
II,-"r_d-—-.
.

kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
berpedoman pada asas mandin, jujur, adil, berkepastian hukum,
tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efekiif dan
o o TS U U S
- AU oo

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Magelis Pemerksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex a que et bono). — e

7.3, Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor menjadi

bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa; ——————--oseeeeneeaes

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA
a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:-
1) Bahwa pada tanggal 1 s.d. 11 Mei 2023, DPC Partai Garda Ferubahan

Indonesia (Partai Garuda) Kabupaten Bandung mengajukan data bakal

Putusan Nomor @ 001/ TM/ADM PLBEWSL PROV/13.00NVIF2023
halaman 31 dan 47

T




2)

3)

4)

5)

calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada operator SILON DPP
Partai Garuda sejumlah 46 {empat puluh enam) bakal calon. Data tersebut
berupa KTP Bakal Calon, Foto Din Bakal Calon dan ljazah bakal calon
yang dikinmkan melalui aplikasi Whatsapp kepada operator SILON DPP
Partal Garuda, --=--=--——eeo e -
Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, Petugas Penghubung (Liaison
OfficerLO) DPC Partal Garuda Kabupaten Bandung mengecek kembali
data pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung di
SILON, skan tetapi data pengajuan bakal calon tersebut belum diunggah
di SILOM. Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO) DPC Partai Garuda
Kabupaten Bandung menerima informasi melalui sambungan dari
operator SILON DPP Partai Garuda bahwa terdapat kendala SILON yang
mana terdapat beberapa data yang sudah dinput cleh DPP Partai Garuda,
akan tetapi data tersebut hilang dan ketika dilakukan pengecekan oleh
Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pun tidak
muncul di SILON. Oleh karena itu, DPP Partai Garuda memerintahkan
kepada DPC yang data bakal calon yang belum masuk ke SILON untuk
mengunggah ke SILON secara manual oleh DPC masing-masing.
Sehingga, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung
meminta akses SILON kepada operator DPP Partai Garuda;

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 08.00 WIB, Petugas Penghubung
DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung menerima akses SILON dari
DPP Partal Garuda, - e e e e
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, Petugas Penghubung
DPC Partal Garuda Kabupaten Bandung mulai mengunggah data bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada SILON,
Bahwa sampai dengan pukul 20.00 WIB tanggal 14 Mei 2023, Petugas

Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung telah mengunggah
sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dari Partai Garuda ke dalam SILON. Petugas Penghubung DPC
Partai Garuda Kabupaten Bandung tidak mengunggah seluruh data bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dikarenakan kandisi kesehatan
yang sedang kurang sehat dan Petugas Penghubung dan serta orang
yang mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
ke SILON tersebut oleh Petugas Penghubung sendin,—

6) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 20.39 WIB, DPC Partal Garuda
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7)

8

9)

Kabupaten Bandung mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung ke Kantor KPU Kabupaten Bandung yang tersebar di 5 (lima)
Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumiah 5 {lima)
orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumliah
T (tujuh) erang, Dapil Bandung & sejumilah 9 (sembilan) orang, dan Dapil
Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang. Sehingga total keseluruhan
pengajuan bakal calon Anggota DFRD Kabupaten Bandung dan Partai
Garuda sejumiah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan jumiah bakal calon
laki-laki sejumiah 17 ({tujuh belas) orang dan bakal calon perempuan 16
(enam belas) orang (Vide Bukl P-2, Bukti T-1, dan Bukti T-2;

Bahwa pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dar Partal Garuda, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda
Kabupaten Bandung hanya membawa Formulir Model B.Pengajuan Bakal
Calon, Daftar Nama Bakal Calon, dan SK DPP terkait persetujuan Bakal
Calon dalam bentuk soficopy, sehingga saksi meminta untuk ikut
mencetak dokumen tersebut di kantor KPU Kabupaten Bandung:
Bahwa Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung
tidak menyampaikan kepada Terapor terkait rencana awal pengajuan
bakal calen Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang
sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan menurut saksi

hal tersebut merupakan kekurangan intemal pariai;-
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.47 WIB, Terlapor menyatakan
lengkap dan diterima atas pengajuan bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara
Nomaor 549/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 serta Form MODEL PENERIMAAN PENGAJUAN-PARPOL
Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukii T-
1),

10) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, DPP Partai Garuda menerbitkan Surat

Nomor 501/SP/DPPMNI2023 penhal Surat Permohonan kepada Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada pokoknya surat tersebut DPP
Partai Garuda menerangkan kronologi kejadian kendala dalam SILON darn
DPP Partai Garuda pada tanggal 13 Mei 2023, sehingga DPP Partai
Garuda meminta pemohonan akses kembali akun SILON KPU kepada
KPU Republik Indonesia {Vide Bukti T-6),
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11) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.46 WIB, Terlapor menerima

12}

13)

14)

T

Surat dari KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023
tanggal 17 Mei penhal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Menindaklanjuti
hal tersebut, Terlapor menerbitkan Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor
375/PL.01.4-Undf3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan
kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bandung dan Partai Buruh,
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia
(Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat dan
menerbitkan Surat Nomor 376/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Met
2023 perihal Undangan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung untuk
Rapat Koordinasi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 pukul 12.30 WIB
5.d. selesai (Vide Bukti P-5, Bukfi T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5),—————
Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, DPC Partai Garuda Kabupaten
Bandung akan mengajukan kembali bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung yang belum sempat diunggah pada tanggal 1 5.d. 14
Mei 2023 atas instruksi darn DPP Partai Garuda Menindakianjuti hal
tersebut, Terlapor melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat
melalln Group Whatsapp "Teknis Se-Jabar". KPU Provinsi Jawa Barat
memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada saat
pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD. Sehingga Terapor
memperbolehkan kepada Petugas Penghubung DPC Partai Garuda
Kabupaten Bandung untuk melakukan pengajuan kembali bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Vide Bukli T-7);=-m—=mmemssmeccamaacaaans
Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 WIB, Terlapor menenima
pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari
Partai Garuda sejumlah 45 (empat puluh enam) orang bakal calon yang
tersebar di 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung
1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 2 sejumlah 7 {tujuh) orang, Dapil
Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang. Dapil Bandung 4 sejumiah 7 (tujuh)
orang, Dapil Bandung 5 sejumlah 6 (enam) orang, Dapil Bandung &
sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan)
orang, sehingga terdapat penambahan sejumiah 13 (tiga belas) bakal
calon di Dapil Bandung 2 dan Dapil Bandung 5 dan pengajuan awal bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Paral Garuda pada
tanggal 1 5.d. 14 Mei 2023 (Vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti T-9),———
Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22 08 WIB, Terlapor menyatakan
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15)

16}

17)

lengkap dan diterima atas pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara
Nomor 560/PL.01.4-BAS3204/2023 tentang Penenmaan Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 dan Form MODEL PEMERIMAAN.PENGAJUAN-FARFOL
Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti P-
Jd, Bukh T-8 dan Bukli T-89)——mm—mmrrroo———r oo -
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan
Anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk Pemilu Tahun 2024 melakukan
pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten Bandung, hal
tersebut dilakukan karena akun SILON baru dapat diakses oleh Bawaslu
Kabupaten Bandung Pengawasan tersebut untuk melakukan

pencermatan terhadap akun SILON KPU dengan cara melakukan
rekapitulasi terhadap nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dan jumliah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung
yang diajukan cleh Partai Politk Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten
Bandung; =ess=sssssssensmnnanaas -
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap
rekapitulasi jumiah pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Bandung, tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan
perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DFRD Kabupaten
Bandung dari Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang
mana berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Terlapor melalui
laman Instagram pada tanggal 15 Mei 20223 sejumiah 33 (tiga puluh tiga)
orang sedangkan pada Akun SILON yang diakses oleh Bawaslu
Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat 46 (empat puluh
enam) orang bakal calon yang terdaftar. Sehingga Penemu menuangkan
dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 128/LHP/PM.01.00/\/2023
tanggal 22 Mei 2023 (Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-
L -

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penemu menyampaikan Surat Bawaslu
Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei
2023 penhal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Terlapor yang pada
pokoknya Penemu menyampaikan apabila terjadi penambahan akibat
pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
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berpotensi menjadi pelanggaran administratif (Vide Bukt P-8 dan T-12),—

18) Bahwa pada tanggal 28 Mej 2023, Terlapor menyampaikan Surat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 385/PL.01.4-SD/3204/2023
tanggal 28 Mei 2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan
kepada Penemu yang pada pokoknya atas Saran Perbalkan yang
disampaikan oleh Penemu, Terlapor akan menindakianjuti rekomendasi |
vang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Vide Bukfi P-10 dan Bukt T-10); e

18) Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, Terapor menerima Surat KPU Republik
Indonesia Nomor 547/PL.01.4-5D/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal
Paenjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi
Adminsitrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, pada angka 2 menyatakan bahwa "Berkenaan dengan
pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi lerhadap
penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian
bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota® | Vide
Bukti T-11),

4 i,
fo i)
| II L |=
N ; b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa
’ Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Temuan Panemu,
Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak,
Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara

sebagaimana diuraikan berikut:

1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum; T p—

Pasal 460 ayat (1) “Pelanggaran Administrafif Pemilu meliputi
pelanggaran terhadap fata cara, prosedur, afau mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu.”,

Pasal 461 ayat (1): "Bawaslu, Bawasiu Provingi, Bawasiu KabupatervKola

menerima. memerksa mengkajl dan memutus pelanggaran administratif
FPemilu.”™:

Pasal 172: “Peserfa Pemilu untuk pemiihan umum anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik "

Pasal 247 ayat 1 huruf ¢: “Daftar bakal calon anggota DPR. DPRD
provinsi, dan DPRD kabupatentkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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243 diajukan kepada: ... c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon
anggofa DPRD kabupatenkota yang ditandatangani oleh ketua atau nama
lain dan sekretars atau nama lain.”;

Pasal 75 ayat (1): "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diafur
dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan
Kaputusan KU e e
2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa

berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap
pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU} Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota: ——————rrremmeeee-

Pasal 30
ff " "‘1: (2) Waktu pengajuan Bakal Calon dilaksanakan mulai pukul 08 00 sampai
lglh & dengan pukul 16.00 waktu setempal, kecuali Hari terakhir masa
‘“&7—“5’ pengajuan difaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
23.59 waktu setempal. ;

(3] KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lidak mensrima

dokumen persyaralan pengajian Bakal Calon apabia telah melawali
batas waktu pengajuan.;

Pasal 32
(1} Partai Folifik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusaf
proving, dan kabupaten/kola menyerahkan dokumen persyaralan
pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang felah ditenfukan,,

Pasal 39

{1} Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 38 Parfal Folitik Peserta Pemilu memperbaiki
data dan dokumen persyaralan pengajuan Bakal Calon———————

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama
masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
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ayal (2),

(3] Dala dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diserahkan dalam jangka wakiu
pangajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2.

4) Menimbang berdasarkan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota pada Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihnan Umum
Nomer 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Jadwal Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023;-

5)  Menimbang berdasarkan Surat KPU Rl Nomor 476/PL.01.4-50D/05/2023
tanggal 13 Mei 2023 penhal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
ProvinsyDPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Silon, —————-

9 6) Menimbang berdasarkan Surat KPU Rl Nomor 485/PL.01.4-SD/05/2023

tanggal 17 Mei 2023 penhal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon,
7} Menimbang berdasarkan ketentuan i atas, Majelis Pemeriksa

berpendapat bahwa penyerahan dokumen persyaratan pengajuan bakal
calon oleh Partai Poltik Peserta Pemilu dan penenmaan dokumen
persyaratan pengajuan Bakal Calon oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan
yaitu dilaksanakan pada rentang waktu pengajuan bakal caion tanggal 1-
14 Mei 2023, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 wakiu
setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 23.59 wakiu setempat:

8) Menimbang bahwa berdasarkan fakia persidangan dan keterangan saksi,
pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00
WIE saksi Terlapor selaku Petugas Penghubung DPC Partar Garuda
Kabupaten Bandung mengunggah data bakal calon Anggota DFRD
Kabupaten Bandung dari Partai Garuda di SILON sejumlah 33 (tiga puluh
tiga) bakal calon Saksi Terapor hanya mampu mengunggah data
sejumnlagh 33 (tiga puluh tiga) baka! calon Anggota DPRD Kabupaten
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)

10)

12)

11)

Bandung dari Partai Garuda ke SILON dikarenakan kondisi kesehatan dan
Saksi Terlapor yang kurang sehal serta orang yang mengunggah data
pengajuan bakal calon tersebut hanya saksi Terlapor sendin; -----s-eeeeee-
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 14 Mei
2023 pukul 2033 WIB, DPC Parai Garuda Kabupaten Bandung
mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke Kantor
KPU Kabupaten Bandung yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan
(Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil
Bandung 3 sejumliah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumiah 7 (tujuh)
orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) ocrang, dan Dapil Bandung
7 sejumiah 9 (sembilan) orang. Sehingga, total keseluruhan pengajuan
bakal calon Anggola DPRD Kabupaten Bandung dar Partai Garuda
sgumiah 33 (bhga puluh tiga) orang dengan jumiah bakal calon laki-lak
sgjumian 17 (tujuh belas) orang dan bakal calon perempuan 16 {(enam
belas) orang (Vide Bukti P-2, Bukti T-1, dan Bukti T-2),—————————
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,
pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
saksi Terlapor tidak menyampaikan kepada Terlapor terkait rencana awal
pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dar Partal
Garuda yang sejumlah 468 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan
menurut saksi Terapor hal tersebut merupakan kekurangan internal
partai - R e e S s e
Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.47 WIB, Tedapor
menyatakan lengkap dan diterma atas pengajuan baxkal calon Anggota
DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita
Acara Nomor 549/PL.01.4-BA3204/2023 tentang FPenerimaan Pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 serta Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL
Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukh T-
‘I':l e
Menimbang bahwa berdasarkan fakia persidangan, pada tanggal 17 Mei
2023 pukul 16.468 WIB, Terlapor menerima Surat dari KPU Republik
indonesia Nomor 495/PL.01.4-5D/05/2023 tanggal 17 Mel penhal
Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Menindaklanjuti hal tersebut
Terlapor menerbitkan Surat KPU Kabupaten Bandung MNomor
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375/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan

kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bandung dari Partai Buruh,

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia

(Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat dan

menerbitkan Surat Nomor 376/PL 01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei

2023 perihal Undangan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung untuk

Rapat Koordinasi pada har Kamis, tanggal 18 Mei 2023 pukul 12,30 WIB

s.d. selesai (Vide Bukti P-5, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5), ==

13) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,

pada tanggal 19 Mei 2023, Saksi Terapor mengajukan kembali bakal

calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas instruksi dari DPP Pariai

Garuda. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor melakukan konsultasi

kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui Group Whatsapp “Teknis Se-

Jabar®. KPU Provinsi Jawa Barat memperbolehkan Partai Garuda untuk

menambah bakal calon pada saat pengajuan kembali bakal calon Anggota

AR DPRD. Sehingga Terlapor memperbolehkan kepada Petugas
[ | Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung untuk melakukan
i /' pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung {Vide
= Bukti T-7),
14) Menmimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 1% Mei

2023 pukul 20.00 WIB Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon

Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan Partai Garuda sejumlah 46

(empat puluh enam) orang bakal calon yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah

Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang,

Dapil Bandung 2 sejumiah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3
(tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumiah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 5
sejumnlah & (enam) orang, Dapil Bandung & sejumlah 9 (sembilan) orang,
dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 {sembilan) orang (Vide Bukti P-3, Bukfi
P-4 dan Bukti T-8),-———————eemeeeeeeee
15) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,

dalam proses pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dihadiri dan diawasi juga oleh Penemu dan Saksi Penemu, akan
tetapi Saksl Penemu hadir pada pukul 22.00 WIB sehingga hanya
mengetahui bahwa proses tersebut sudah dalam proses penyusunan
Berita Acara (Vide Bukli T-8)--—----c-scssmcemcannn
16) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,
pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB, Terlapor menyatakan lengkap
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dan diterima atas pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara
Nomor S60/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 dan Form MODEL PENERIMAAN PENGAJUAN-PARPOL
Tanda Penenmaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 {Vide Bukii P-
3, Bukti T-8 dan Bukti T-9),--— -eens |

17) Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 16, Majelis
Pemeriksa berpendapat bahwa teknis terkait pengajuan bakal calon
Anggota DPRD ProvinsdDPRD Kabupaten/Kota dalam hal tenjadi kendala
Silon sebagaimana ditentukan dalam; ==
a. Surat KPU Rl Nomor 476/PL.01,4-SD/05/2023 tanggal 13 Mai 2023:-
b. Surat KPU Rl Nomor 485/PL.01.4-8D/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 -
Harus dipahami secara komprehensif sebagai satu kesatuan pengaturan

Artinya penyerahan dokumen pengajuan kembali bakal calon oleh Partai
Politik Peserta Pemilu dan penenmaan pengajuan Bakal Calon oleh KPU,
1«. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara terbatas
; L/ ;‘ apabila terdapat kendala Silon atau kendala lainnya yang disampaikan

” oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal

calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap

disampaikan melalui Silon. Pemaknaan 'belum lengkap' disampaikan

melalui Silon harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen

persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD dalam bentuk fisik

sepanjang telah dilakukan pengajuan dalam rentang waktu tanggal 1 2.d.

14 Mei 2023, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu

setempat, kecuali han terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul

08.00 sampai dengan pukul 23.59 wakiu setempal. Keberadaan dokumen

persyaratan pengajuan bakal calon secara fisik dalam rentang wakiu

lersebut dapal membuktikan adanya peristiwa kendala Silon atau kendala

lainnya. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diartkan sebagai

pengajuan kemball untuk melakukan penambahan data dan/atau

dokumen bakal calon baru yang tidak diajukan dalam rentang waktu

tanggal 1 s.d 14 Me: 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
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18)
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[ #
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20
21)

[ R I

Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, secara a conirario penyerahan
dan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon di luar dari rentang
wakiu tersebut dinyatakan bdak dapat diterima sehingga dipandang
sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum;,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa
berpendapat bahwa pernstiwa penenmaan penambahan jumiah bakal
calon dalam proses pengajuan kemball bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada
tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB yang dilakukan cleh Terlapor tidak
sesual dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) j.o. Pasal 39
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023
Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Majelis Pemeriksa menilai
tindakan Terlapor & quo merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rukum.:

Menimbang bahwa secara filosofis, tindakan Terapor menerima
pengajuan kembali bakal calon baru di luar tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023
akan menimbulkan ketidakadilan bagi para Peserta Pemilu lainnya yang
telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan

dalam penyelenggaraan pemilu; -
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota vyang
menyebutkan “Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berpedoman pada pnnsip: a. mandin; b. jujur; ¢. adil; d

dan Dewan

berkepastian hukum; e tertib; F lerbuka; g proporsional’ h. profesional; §
akuntabel; | efektf; k. efisien; dan |. aksesibel. ",
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,
pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, Penamu besearla Saksi
Penemu melakukan pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten
Bandung dikarenakan Bawasiu Kabupaten Bandung baru mendapatkan
akses SILON. Sehingga, Penemu dan Saksi Penemu melakukan
pencermatan dengan cara rekapitulasi terhadap nama dan jumlah bakal
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calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai
Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bandung;

22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,
hasil pengawasan dan pencermatan terhadap rekapitulasi jumlah
pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
menemukan perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DPFRD
Kabupaten Bandung dan Partai Garda Perubahan Indonesia {Partai
Garuda), yang mana berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh
Terlapor melalui laman Instagram pada tanggal 15 Mei 2023 sejumiah 33
(tiga puluh tiga) orang sedangkan pada Akun SILON yang diakses oleh
Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat 48
iempat puluh enam) orang bakal calon yang terdaftar Sehingga Penemu
menuangkan penstiwa tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor
129/LHP/PM.01.00//2023 tanggal 22 Mei 2023 (Vide Bukti P-1, Bukti P-
2, Bukti P-3, dan Bukti P-11)===sessasa-

23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 25 Mei

2023 Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor
154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan
dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bandung kepada Teriapor yang pada pokoknya Penemu
menyampaikan apabila terjadi penambahan akibat pengajuan kembali
bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung berpotensi menjadi
pelanggaran administratif { Vide Bukli P-9 dan T-12) ———==smrmmem~

24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 29 Mei
2023, Terlapor menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung Nomor 385/PL.01.4-50/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal
Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan kepada Penemu yang pada

pokoknya atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu, Terlapor
akan menindakianjuti rekomendasi yang dimaksud sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukl P-10
dan Bukti T-10);
25) Menimbang bahwa substansi Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor
154/PMFK.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan
dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Bandung pada alinea ke-2 angka 3, disebutkan bahwa " . haak
dibenarkan apabila KPU Kabupaten Bandung menenma berkas
pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru
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yang digjukan oleh partai politik peserta pemilu df luar tanggal 1 s.d. 14
Mei 2023, KPU Kabupaten Bandung hanya menernma berkas/dokumen
pengajuan bakal calon yang belum lengkap”. Dilanjutkan dengan alinea
ke-2 angka 4 disebutkan “Bahwa sebagal upaya pencegahan, Bawaslu
Kabupaten Bandung menghimbau unfuk melaksanakan (ahapan
pengajuan bakal calon anggofa legisiatif harus sesual dengan FKPL
Nomor 10 Tahun 2023, segala lindakan apapun yang dilaksanakan diluar
ketenfuan ftersebul dapal diduga/berpotensi pada pelanggaran
adminisfralif pemiiu, sehingga Bawasiu Kabupaten Bandung akan

memproses hal tersebul sesuai dengan perafuran perundang-undangan

yang berfaku.",
28] Menimbang bahwa terhadap substansi dari Saran Perbalkan di atas,
Majelis Pemeriksa berpendapat meskipun dalam saran perbaikan & quo
tidak secara eksplisit memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan
pencoretan atau pembatalan lerhadap pengajuan kembali bakal calon
- Anggota DPRD Kabupaten Bandung, akan tetapi harus dimaknai bahwa
,;5;‘; ‘“EJ\\I dalam proses tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
| Bandung harus tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 lentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu,
Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu sepatutnya bertindak secara
profesional untuk menolak, mencoret dan/atau membatalkan terhadap
penambahan bakal calon dalam proses pengajuan pengajuan kembali
[ S ———
27) Menimbang bahwa terhadap faktia persidangan di atas, yang menyatakan

pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran
perbaikan Penemu melalui penyampaian Surat Komis: Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4-50/3204/2023 tanggal 29 Mei
2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan kepada
Penemu, Majelis Pemenksa berpendapat terhadap tindakan Terlapor

dengan menjawab surat saran perbaikan dapat dipandang merupakan
tindaklanjut apabila dilkuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan
administrasi yang konkret sebagaimana saran perbakan Penemu,
sehingga penyampaian surat jawaban saran perbaikan bukan merupakan
tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai -
28) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 19 sampal dengan 27 di atas,
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tindakan Terlapor yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan penemu
merupakan bentuk pembiaran terhadap penerimaan pengajuan bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang tidak sesuai dengan tata
cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tenlang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Oleh karena itu, Majelis Pemenksa menilai Terlapor
telah melakukan pelanggaran administratif Pemily,

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemenksaan,
mengambil kesimpulan sebagai berikut: —— e

1) Bahwa bndakan Terlapor menerima penambahan jumiah bakal calon dalam

proses pengajuan kembal bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dar

DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22 .08

WIB yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat

| (2) dan ayat (3) jo. Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
P 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
- H“‘ Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
L . ] Kabupaten/Kota, -
2] Bahwa tindakan Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran tata cara,

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan
Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)}
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota. -—-

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor & Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
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2. Memerintahkan Terlapor untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal
calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung di luar
tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023; -

3. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan,--——

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat cleh 1) Abdullah,
sebagai Ketua 2) Sutarno, 3) Yusup Kumia, 4) Yulianto, 5) Zaki Hilmi, 6) Harminus
Kaoto 7) H.M. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi
Jawa Barat pada han Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua
puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada har Jumal tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh

HNGA . —mmmmmmmm e = 2 R e

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua
ttd
Abduliah

Anggota Anggota Anggota

ttd ttd. ttd.
Sutarno Yusup Kurnia Yulianto
Anggota Anggota Anggota

ttd ttd ttd
Zaki Hilmi Harminus Koto H.M. Wasikin Marzuki
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